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ABSTRAK 

 

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PENJUAL 

ATAS CACAT TERSEMBUNYI DALAM TRANSAKSI JUAL BELI 

KENDARAAN BERMOTOR BEKAS 

Muhammad Ardi 

 

Transaksi jual beli kendaraan bermotor bekas memiliki potensi menimbulkan 

sengketa hukum apabila ditemukan cacat tersembunyi pada kendaraan yang 

diperjualbelikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis norma hukum yang 

mengatur tanggung jawab penjual terhadap cacat tersembunyi serta bentuk 

pertanggungjawaban hukum yang dapat diterapkan kepada penjual. Metode 

penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-

undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan 

tanggung jawab penjual telah diatur secara tegas dan sistematis dalam Kitab 

Undang-Undang Hukum Perdata khususnya Pasal 1313, Pasal 1320, Pasal 1328, 

dan terutama Pasal 1504 tentang cacat tersembunyi serta diperkuat oleh Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Ketentuan 

tersebut menegaskan kewajiban penjual untuk menyerahkan kendaraan sesuai 

dengan kondisi yang diperjanjikan dan bertanggung jawab atas cacat tersembunyi 

yang telah ada sebelum penyerahan, tanpa bergantung pada pengetahuan penjual. 

Bentuk pertanggungjawaban hukum meliputi pembatalan perjanjian, pengurangan 

harga, perbaikan kendaraan, penggantian kendaraan atau pemberian ganti rugi 

sebagaimana diatur dalam Pasal 1504 dan Pasal 1505 KUHPerdata serta Pasal 19 

UUPK. Pertanggungjawaban tersebut didasarkan pada prinsip strict liability yang 

menempatkan risiko pada penjual guna menjamin kepastian hukum dan 

perlindungan konsumen dalam transaksi kendaraan bermotor bekas. 

 

Kata kunci : Cacat Tersembunyi, Tanggung Jawab Penjual, Kendaraan 

Bermotor Bekas, KUHPerdata, Perlindungan Konsumen. 
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ABSTRACT 

 

SELLER'S LEGAL RESPONSIBILITY FOR HIDDEN DEFECTS IN USED 

MOTOR VEHICLE SALES TRANSACTIONS 

 

Muhammad Ardi 

 

Transactions involving the sale and purchase of used motor vehicles are prone to 

legal disputes when hidden defects are discovered after delivery. This study aims 

to analyze the legal norms governing the seller’s liability for hidden defects and 

the forms of legal liability that may be imposed on sellers. The research employs a 

normative juridical method with statutory and conceptual approaches. The 

findings indicate that the seller’s liability for hidden defects is expressly and 

systematically regulated under the Indonesian Civil Code, particularly Articles 

1313, 1320, 1328, and especially Article 1504 concerning hidden defects, and is 

further reinforced by Law Number 8 of 1999 on Consumer Protection. These 

provisions affirm the seller’s obligation to deliver the vehicle in accordance with 

the agreed condition and to bear responsibility for hidden defects that existed 

prior to delivery, regardless of whether the seller had knowledge of such defects. 

The forms of legal liability include rescission of the contract, price reduction, 

repair of the vehicle, replacement of the vehicle, or compensation for losses, as 

stipulated in Articles 1504 and 1505 of the Civil Code and Article 19 of the 

Consumer Protection Law. Such liability reflects the application of the principle 

of strict liability, which places the risk on the seller in order to ensure legal 

certainty and effective consumer protection in transactions involving used motor 

vehicles. 

 

 

Keywords : Hidden Defects, Seller's Liability, Used Motor Vehicles, Civil Code, 

Consumer Protection. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 

Pada masa kini permintaan masyarakat akan kendaraan bermotor terus 

bertambah seiring dengan meningkatnya mobilitas dan aktivitas sehari-hari 

tingginya mobilitas dan aktivitas perekonomian. Harga kendaraan baru yang 

relatif mahal mendorong banyak konsumen beralih pada kendaraan bermotor 

bekas sebagai alternatif yang lebih ekonomis. Kondisi ini mengakibatkan 

transaksi jual beli kendaraan bermotor bekas tumbuh pesat terutama di 

wilayah perkotaan. Namun, salah satu persoalan mendasar melakukan jual beli 

adalah ketidakseimbangan pelaku usaha sering memiliki pengetahuan lebih 

rinci tentang barang atau jasa sehingga posisi konsumen cenderung lebih 

lemah dalam transaksi mengenai objek transaksi
1
. Ketidakseimbangan 

informasi ini dapat memengaruhi keabsahan dan pelaksanaan kontrak apabila 

salah satu pihak tidak memperoleh informasi yang cukup sebelum melakukan 

kesepakatan
2
. Praktik hukum perjanjian asas kebebasan berkontrak harus 

diimbangi dengan prinsip itikad baik dan keadilan agar tidak merugikan pihak 

yang lebih lemah dalam hal ini konsumen
3
. Hal tersebut menempatkan 

konsumen pada posisi yang lebih lemah terutama dalam transaksi kendaraan 

 

1
Ahmadi Miru, Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia, 

Rajawali Pers (Jakarta, 2022) hlm. 47. 
2
Farid Wajdi, Hukum Kontrak Dan Teknik Pembuatan Kontrak., Aksara (Jakarta, 2024) 

hlm. 77. 
3
Mawadi, H, Sadar, M. dan Makarao, Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia., 

Prenada Media (Depok, 2021) hlm. 45. 

 

1 



2 
 

 

 

 

bermotor bekas sebagai alternatif yang lebih terjangkau
4
. 

 

Permasalahan semakin nyata ketika dalam praktik jual beli kendaraan 

bermotor bekas sering dijumpai adanya cacat tersembunyi (hidden defect) 

yang tidak diketahui pembeli saat transaksi berlangsung. Cacat tersebut dapat 

berupa kerusakan mesin, riwayat kecelakaan, manipulasi odometer hingga 

kondisi fisik kendaraan yang tidak sesuai dengan keterangan penjual. 

Minimnya keterbukaan informasi terutama pada transaksi yang dilakukan 

melalui media sosial, menambah risiko kerugian bagi konsumen. Asas 

keterbukaan dan keseimbangan informasi menjadi elemen penting dalam 

keabsahan perjanjian jual beli
5
. Perlindungan konsumen bahwa penjual tetap 

berkewajiban bertanggung jawab atas cacat tersembunyi meskipun transaksi 

telah disepakati karena cacat tersebut mengurangi manfaat barang dan 

merugikan pembeli
6
. 

Kewajiban konsumen untuk menerima informasi yang akurat dan 

transparan merupakan salah satu wujud perlindungan hukum oleh peraturan 

undang-undang sementara tanggung jawab penjual terhadap cacat tersembunyi 

mencerminkan perlindungan hukum represif
7
. Dalam hukum perjanjian 

kewajiban penjual untuk menjamin barang bebas dari cacat merupakan 

implementasi asas caveat venditor (penjual berhati-hati) sebagai bentuk 

 

 

 

4
Jetmiko, Yetti, dan Indra Afrita, “Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Atas Produk 

Cacat Tersembunyi,” The Juris 9, (2025): hlm. 217–33, https://doi.org/10.56301/juris.v9i1.1676. 
5
Eureka Media, Hukum Perjanjian: Teori Dan Praktik., Aksara. (Jakarta, 2025) hlm. 221. 
6
Ibid., hlm. 90. 

7
Ulya dan Pratiwi, Perlindungan Hukum Bagi Konsumen, Unperba Press (Purbalingga, 

2024) hlm. 65 . 

https://doi.org/10.56301/juris.v9i1.1676


3 
 

 

 

 

tanggung jawab moral dan yuridis
8
. Transaksi mobil bekas di media sosial 

sering kali minim transparansi informasi mengenai kondisi sebenarnya 

kendaraan termasuk kerusakan mesin atau komponen utama sering tidak 

dijelaskan secara lengkap
9
. 

Secara filosofis penyelesaian masalah cacat tersembunyi dalam jual 

beli kendaraan bermotor bekas menyangkut nilai keadilan, kepastian dan 

kemanfaatan hukum. Hukum harus mengandung unsur keadilan, kepastian, 

dan kemanfaatan secara seimbang
10

. Perlindungan konsumen dari praktik 

tidak jujur bukan hanya merupakan keharusan moral dan yuridis untuk 

mewujudkan keadilan dalam transaksi. Sama dengan Sila kelima Pancasila, 

Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia menegaskan bahwa setiap 

warga negara berhak mendapatkan perlakuan adil memperoleh perlakuan yang 

adil dalam setiap transaksi ekonomi. Dengan demikian penyelesaian sengketa 

akibat cacat tersembunyi merupakan bentuk penerapan prinsip keadilan sosial 

yang tidak hanya melindungi kepentingan individu tetapi juga memperkuat 

rasa keadilan dalam masyarakat. 

Secara sosiologis praktik jual beli kendaraan bermotor bekas 

mencerminkan kebutuhan masyarakat terhadap sarana transportasi yang 

terjangkau. Ketidakseimbangan posisi pembeli dan penjual membuat 

konsumen lebih berisiko mengalami kerugian. Hak-hak konsumen merupakan 

 

8
Syarifah dan Reghi., Hukum Perjanjian., Universita Terbuka (Tangerang Selatan, 2024) 

hlm. 72–73. 
9
Putu Ndana, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli 

Kendaraan Bekas Di Platform E- Commerce Facebook Program Studi Ilmu Hukum Universitas 

Pendidikan Ganesha” 8 (2025): hlm. 80–91. http://repo.undiksha.ac.id/24386/ 
10

Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar, Liberty (Yogyakarta, 

2021) hlm. 45. 

http://repo.undiksha.ac.id/24386/


4 
 

 

 

 

dari hak asasi manusia yang harus dijamin dan dilindungi. Ketidakadilan 

sosial dapat muncul ketika pelaku usaha dengan sengaja menyembunyikan 

cacat tersembunyi pada barang yang dijual karena hal tersebut menimbulkan 

ketimpangan informasi dan merugikan masyarakat luas
11

. 

Secara yuridis perlindungan konsumen di Indonesia diatur melalui 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 

(UUPK). Pasal 4 huruf c memberikan hak kepada konsumen untuk 

memperoleh informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi barang 

atau jasa, sementara Pasal 7 mewajibkan pelaku usaha menyampaikan 

informasi yang akurat. Pasal 19 menegaskan tanggung jawab pelaku usaha 

atas kerugian yang dialami konsumen akibat barang yang diperdagangkan. 

Dalam hukum perdata, Pasal 1313, 1320, 1328 dan 1504 KUH Perdata 

memperkuat prinsip ini dengan menyatakan bahwa penjual bertanggung jawab 

atas cacat tersembunyi yang tidak diketahui pembeli saat perjanjian dilakukan. 

Ketidaksesuaian spesifikasi termasuk kondisi yang dijanjikan tidak sesuai 

dengan kenyataan seringkali terjadi dan regulasi UUPK menjadi dasar hukum 

yang digunakan konsumen untuk menuntut pertanggungjawaban penjual atas 

informasi yang tidak sesuai
12

. 

Penyelesaian masalah cacat tersembunyi dalam jual beli kendaraan 

bermotor bekas mencerminkan keterkaitan antara aspek filosofis, sosiologis, 

dan yuridis. Secara filosofis perlindungan konsumen menegaskan pentingnya 

11
Ibid., hlm. 225. 

12
Kiki Permana dan Muh. Jufri Ahmad, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas 

Ketidaksesuaian Spesifikasi Kendaraan Bermotor Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 

Tentang Perlindungan Konsumen,” Court Review: Jurnal Penelitian Hukum (e-ISSN: 2776-1916) 

5, no. 03 (2024): hlm. 115–29, https://doi.org/10.69957/cr.v5i03.1820. 

https://doi.org/10.69957/cr.v5i03.1820
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nilai keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum sesuai Sila kelima Pancasila 

yaitu Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia menegaskan bahwa 

setiap warga negara berhak mendapatkan perlakuan yang adil dan setara 

dalam seluruh kegiatan ekonomi, termasuk dalam transaksi jual beli
13

. Secara 

sosiologis praktik jual beli kendaraan bekas mencerminkan kebutuhan 

masyarakat terhadap sarana transportasi yang terjangkau namun posisi tawar 

konsumen yang lebih lemah sering kali menimbulkan kerugian akibat 

ketimpangan informasi
14

. Instrumen hukum yang efektif untuk menjamin 

perlindungan konsumen agar terhindar dari kerugian dalam transaksi. Secara 

yuridis hal ini terdapat dalam undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen (UUPK) yang menetapkan hak-hak konsumen serta 

kewajiban pelaku usaha sehingga tercipta keseimbangan dan kepastian hukum 

dalam interaksi jual beli
15

. 

Ketentuan dalam KUH Perdata juga memperkuat perlindungan 

konsumen seperti Pasal 1313 yang menyatakan bahwa perikatan timbul karena 

adanya perjanjian. Pasal 1320 KUH Perdata mengatur syarat-syarat sahnya 

suatu perjanjian sedangkan Pasal 1328 KUH Perdata menegaskan bahwa 

perjanjian yang sah memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi para pihak 

yang terlibat. Selain itu, Pasal 1504 KUH Perdata secara khusus menetapkan 

tanggung jawab penjual terhadap cacat tersembunyi pada barang yang 

 

13
Jaang, Filsafat Hukum Dan Keadilan Sosial Di Indonesia., Prenada Media (Jakarta, 

2023) hlm. 115. 
14

Lature, Praktik Jual Beli Kendaraan Bekas Dan Perlindungan Konsumen., Rajawali 

Pres (Jakarta, 2024) hlm. 65. 
15

Syaharie, “Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Berdasarkan Prinsip 

Keadilan Syaharie Jaang,” Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains 2, no. 05 (2023): hlm. 349–57. 

https://wnj.westscience-press.com/index.php/jhhws/article/view/303 

https://wnj.westscience-press.com/index.php/jhhws/article/view/303
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diperjualbelikan sehingga penjual wajib mengganti kerugian atau mengambil 

langkah hukum lain bila barang tersebut merugikan pembeli. Aspek filosofis 

memberikan arah nilai sedangkan aspek sosiologis menegaskan kebutuhan 

perlindungan dalam masyarakat dan aspek yuridis menyediakan landasan 

hukum sehingga ketiganya saling melengkapi dalam transaksi kendaraan 

bermotor bekas, hukum harus menjamin keadilan, kepastian dan kemanfaatan 

bagi konsumen sehingga mereka terlindungi dari kerugian akibat informasi 

yang tidak jujur atau cacat tersembunyi sekaligus memastikan setiap transaksi 

berjalan adil dan transparan. 

Perlindungan konsumen masalah ini tidak hanya bersifat hukum dan 

sosial tetapi juga memiliki relevansi kuat dari perspektif ajaran Islam. Islam 

menekankan prinsip kejujuran, keadilan dan keterbukaan dalam setiap 

transaksi ekonomi. Hal ini ditegaskan dalam Al-Qur’an surat An-Nisa ayat 29, 

yang berbunyi: 

ٍَ  اََُّهَاٌ’˜ َْ ٍَ  ايَُُىْا’ انَّذِ َُكُىْ  ايَْىَانَكُىْ  وا˜ٍْ  تأَكُْمُ  لَ ُْ ٍَ  بِانْبَاطِمِ  بَ ٌْ  ˜اِلَّ ٌَ  اَ ٍْ  ˝تِجَارَة تكَُىْ ّ  عَ ُْكُ 'ٍِ  تزََاض  ٍَ  وْ  ي  وا˜ٍْ  تقَْتمُُ  وَلَ

فُسَكُ  َْ ٌَّ  وْ  اَ انمَّ  اِ  ٍ  ٌَ ٍْ  بِكُىْ  كَا  يا˝ رَحِ
Artinya : Orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan 
harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan 

yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah 

kamu membunuh dirimu (An-Nisa ayat 29) 

 

Ayat ini mengandung beberapa prinsip penting yang relevan dengan 

perlindungan konsumen. Pertama, Hukum melarang seseorang untuk 

mendapatkan harta orang lain dilakukan secara tidak jujur dan tidak adil 

menunjukkan bahwa setiap transaksi yang menipu atau merugikan pihak lain 

adalah dilarang. Jual beli kendaraan bermotor bekas praktik menyembunyikan 

cacat tersembunyi pada kendaraan jelas bertentangan dengan prinsip ini 
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karena secara nyata merugikan konsumen yang membeli tanpa informasi yang 

lengkap dan akurat
16

. Ayat ini menekankan pentingnya setiap transaksi wajib 

dilaksanakan berdasarkan kesepakatan bersama antara kedua pihak yang sadar 

dan rela bukan berdasarkan manipulasi, penipuan atau penyembunyian fakta. 

Dalam praktik jual beli kendaraan bermotor bekas kejujuran informasi 

mengenai kondisi kendaraan seperti mesin, struktur bodi atau riwayat 

kecelakaan merupakan bentuk implementasi prinsip suka sama suka ini dan 

ayat ini juga menekankan keterbukaan dan kejujuran sebagai fondasi 

muamalah. Dalam Islam setiap transaksi ekonomi harus dilakukan dengan niat 

baik dan menghindari unsur merugikan pihak lain. Dengan kata lain, praktik 

penjualan kendaraan dengan menyembunyikan cacat tersembunyi tidak hanya 

melanggar hak konsumen dari sisi hukum positif tetapi juga bertentangan 

dengan nilai moral dan etika dalam Islam. 

Konsumen sering kali mengalami kesulitan dalam menuntut haknya 

ketika menghadapi cacat tersembunyi pada kendaraan bermotor bekas. Faktor 

yang memengaruhi timbulnya kesulitan tersebut antara lain keterbatasan 

pengetahuan hukum konsumen, biaya penyelesaian sengketa yang relatif 

tinggi serta penyelesaian sengketa Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen 

(BPSK) maupun pengadilan sering dianggap kompleks dan memakan waktu. 

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) hanya dapat menjalankan 

fungsinya apabila terdapat pengaduan antara pembeli dan penjual sehingga 

 

16
Khotijah Suprapti et al., “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Yang 

Dilakukan Oleh Orang Yang Tidak Cakap Hukum (Study Analisis Kompilasi Hukum Ekonomi 

Syari’ah),” Jurnal Pendidikan Tambusai 6, no. 3 (2022): hlm. 17184–96, 

https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/9631%0Ahttps://jptam.org/index.php/jptam/article/ 

download/9631/7844. 

https://jptam.org/index.php/jptam/article/download/9631/7844
https://jptam.org/index.php/jptam/article/download/9631/7844
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perlindungan konsumen terbatas pada kasus yang dilaporkan dan tidak bersifat 

preventif.
17

. 

Dengan melihat kesenjangan praktik di lapangan banyak konsumen 

kendaraan bermotor bekas mengalami kerugian akibat cacat tersembunyi, 

seperti mesin yang bermasalah atau odometer yang dimanipulasi sehingga 

menurunkan nilai kendaraan dan menimbulkan kerugian finansial bagi 

pembeli. Kasus semacam ini sering terjadi di Kota Palembang di mana 

pembeli baru menyadari kerusakan atau kekurangan pada kendaraan setelah 

transaksi selesai. Meskipun Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen (UUPK) telah mengatur kewajiban penjual untuk 

memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur serta menanggung akibat 

kerugian bagi konsumen, implementasinya di lapangan belum selalu efektif. 

Kasus cacat tersembunyi sulit dilacak secara terbuka di Kota 

Palembang sehingga menunjukkan adanya research gap dan perlunya 

penelitian lebih mendalam serta empiris di wilayah tersebut. Contohnya, 

BPSK Lubuklinggau pernah menyelesaikan sengketa konsumen terkait dua 

unit truk dengan cacat produksi yaitu casis truk bengkok yang menyerupai 

cacat struktural setelah pembelian
18

. 

 

 

Dalam hukum perdata perjanjian jual beli diatur dalam KUHPerdata 

 

17
Deviana Yuanitasari dan Hazar Kusmayanti, “Eksistensi Bpsk (Badan Penyelesaian 

Sengketa Konsumen) Dalam Pengawasan Pencantuman Klausula Baku Dalam Sistem Hukum 

Perlindungan Konsumen Indonesia,” Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan 7, No. 3 (2019): 

hlm. 425, https://doi.org/10.29303/ius.v7i3.676. 
18

Antara News., “BPSK Lubuklinggau Selesaikan Sengketa Truk Bengkok Konsumen 

Leasing. Sumatera Selatan.,” Januari 15, 2022, https://sumsel.antaranews.com/berita/287447/bpsk-

lubuklinggau-selesaikan-sengketa-konsumen-leasing. 

https://doi.org/10.29303/ius.v7i3.676
https://sumsel.antaranews.com/berita/287447/bpsk-
https://sumsel.antaranews.com/berita/287447/bpsk-
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Pasal 1457–1540 yang mengatur hak dan kewajiban penjual serta pembeli. 

Tanggung jawab penjual terhadap cacat tersembunyi diatur lebih rinci dalam 

Pasal 1504–1512 KUHPerdata yang menegaskan kewajiban penjual 

menanggung kerugian akibat cacat tersembunyi melalui ganti rugi, perbaikan 

atau pembatalan transaksi. 

Penelitian ini menggunakan perspektif UUPK untuk menelaah sejauh 

mana regulasi tersebut mampu melindungi konsumen, bagaimana tanggung 

jawab hukum penjual diatur dan diterapkan serta bagaimana konsumen dapat 

menempuh upaya hukum melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen 

(BPSK) atau pengadilan untuk memperoleh ganti rugi atau penyelesaian 

apabila mengalami kerugian akibat transaksi yang merugikan dengan 

menggunakan perspektif UUPK dan KUHPerdata untuk menilai sejauh mana 

regulasi melindungi konsumen, mengatur tanggung jawab hukum penjual dan 

memberikan upaya hukum melalui BPSK atau pengadilan bagi konsumen 

yang dirugikan. Berdasarkan uraian tersebut penting dilakukan kajian 

mendalam mengenai “Pertanggungjawaban Hukum Penjual Atas Cacat 

Tersembunyi Dalam Transaksi Jual Beli Kendaraan Bermotor Bekas” 

 

B. Rumusan masalah 

 

Berdasarkan latar belakang dan kondisi empiris yang telah dijelaskan, 

rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut : 

1. Bagaimana norma hukum yang mengatur tanggung jawab penjual terhadap 

cacat tersembunyi pada transaksi jual beli kendaraan bermotor bekas? 
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2. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban hukum yang dapat diterapkan 

kepada penjual apabila terjadi cacat tersembunyi dalam transaksi jual beli 

kendaraan bermotor bekas? 

 

C. Ruang Lingkup 

Penelitian ini difokuskan pada pertanggungjawaban hukum penjual 

terhadap cacat tersembunyi dalam sengketa jual beli kendaraan bermotor 

bekas. Ruang lingkup hasil penelitian dalam bidang kajian utama terhadap 

sengketa meliputi beberapa aspek sebagai berikut : 

1. Aspek Jual Beli 

 

Penelitian ini menelaah praktik jual beli kendaraan bermotor bekas 

termasuk proses penyampaian informasi oleh penjual, kesadaran 

konsumen terhadap kondisi kendaraan dan potensi risiko kerugian akibat 

cacat tersembunyi. Fokusnya adalah interaksi hukum dan perilaku 

ekonomi dalam transaksi 

2. Objek Penelitian 

 

Objek penelitian adalah kendaraan bermotor bekas yang dijual di pasar 

formal maupun melalui media sosial di wilayah perkotaan. Penelitian ini 

fokus pada kondisi fisik dan mekanik kendaraan yang sering menjadi 

sumber cacat tersembunyi seperti mesin, struktur bodi dan riwayat 

kecelakaan. 

3. Aspek Hukum 

 

Penelitian membahas pertanggungjawaban hukum penjual serta hukum 

perdata terkait cacat tersembunyi dalam jual beli (Pasal 1313, 1320, 1328, 
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dan 1504 KUH Perdata) 

 

 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

a. Menganalisis norma hukum yang mengatur tanggung jawab penjual 

terhadap cacat tersembunyi dalam transaksi jual beli kendaraan 

bermotor bekas. 

b. Mengkaji bentuk pertanggungjawaban hukum yang dapat diterapkan 

kepada penjual apabila terjadi cacat tersembunyi pada kendaraan 

bermotor bekas yang diperjualbelikan. 

 

2. Manfaat Penelitian 

 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 

 

a. Manfaat Teoretis 

 

1) Memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu hukum, 

khususnya dalam bidang hukum perlindungan konsumen dan 

hukum perdata, terkait tanggung jawab penjual atas cacat 

tersembunyi. 

2) Menjadi referensi dan bahan pertimbangan bagi penelitian 

selanjutnya yang berkaitan dengan perlindungan hukum konsumen 

dalam transaksi kendaraan bermotor bekas. 
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b. Manfaat Praktis 

 

1) Bagi pembeli penelitian ini bias meningkatkan kesadaran hukum 

serta pemahaman mengenai hak-hak konsumen dan mekanisme 

perlindungan yang dapat ditempuh ketika menghadapi cacat 

tersembunyi. 

2) Bagi pelaku usaha/penjual, penelitian ini dapat menjadi pedoman 

dalam melaksanakan kewajiban hukum jual beli. 

3) Bagi pemerintah dan lembaga terkait menjadi bahan evaluasi untuk 

efektivitas perlindungan konsumen khususnya melalui BPSK 

maupun pengadilan. 

 

E. Kerangka Konseptual 

 

Kerangka konseptual merupakan landasan berpikir yang digunakan 

untuk menjelaskan arah penelitian sehingga permasalahan dapat dikaji secara 

sistematis
19

. Penelitian ini berangkat dari adanya fenomena cacat tersembunyi 

pada kendaraan bermotor bekas yang kerap merugikan konsumen. Penelitian 

ini menggunakan kerangka hukum yang merujuk pada UUPK serta 

KUHPerdata. Berdasarkan landasan tersebut konsep-konsep utama sebagai 

berikut: 

1. Pertanggungjawaban Hukum 

 

Pertanggungjawaban hukum adalah kewajiban pelaku usaha untuk 

menanggung dan memulihkan kerugian yang dialami konsumen akibat 

 

19
Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D., Alfabeta (Bdanung, 

2019) hlm. 65. 
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barang atau jasa yang tidak sesuai dengan perjanjian termasuk adanya 

cacat tersembunyi sebagaimana diatur dalam KUHPerdata dan Undang-

Undang perlindungan konsumen
20

. Pertanggungjawaban ini dapat 

berbentuk penggantian, perbaikan, kompensasi atau ganti rugi 

sebagaimana diatur dalam UUPK 

2. Cacat Tersembunyi (Hidden Defects) 

 

Cacat tersembunyi (hidden defects) adalah keadaan atau kekurangan pada 

suatu objek perjanjian yang telah ada pada saat transaksi dilakukan, namun 

tidak dapat diketahui secara wajar oleh pembeli meskipun telah dilakukan 

pemeriksaan secara patut dan cacat tersebut menyebabkan barang tidak 

dapat digunakan sebagaimana mestinya atau mengurangi nilai dan 

manfaatnya. Cacat ini menurunkan nilai guna atau mengakibatkan 

kerugian bagi konsumen
21

. 

3. Penjual (Pelaku Usaha) 

 

Penjual (pelaku usaha) adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik 

berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang melakukan 

kegiatan menawarkan, menjual dan memperdagangkan barang kepada 

konsumen berdasarkan suatu perjanjian jual beli serta bertanggung jawab 

atas kondisi, kualitas dan keabsahan barang yang diperjualbelikan. 

Menurut UUPK penjual berkewajiban menyampaikan informasi yang 

benar, jelas dan jujur mengenai kondisi barang diperjualbelikan serta 

 

20
Shidarta dan Ardiansyah, Hukum Perlindungan Konsumen Konsep Dan Pengembangan 

Di Indonesia., Kencana. (Jakarta, 2019) hlm. 15. 
21

Hidayat Samsul, Hukum Perlindungan Konsumen: Teori Dan Praktik., Prenada Media 

(Jakarta, 2022) hlm. 27. 
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menanggung setiap kerugian yang timbul akibat barang tersebut jika tidak 

sesuai dengan ketentuan atau menimbulkan dampak merugikan bagi 

konsumen
22

. 

4. Konsumen 

Konsumen adalah setiap orang yang menggunakan barang dan jasa yang 

tersedia dalam masyarakat untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, orang 

lain dan tidak untuk diperdagangkan kembali serta memiliki hak hukum 

atas perlindungan dari kerugian yang timbul akibat penggunaan barang 

dan jasa tersebut. Konsumen berhak atas barang yang sejalan dengan 

informasi dan keadaan yang telah disampaikan serta dijanjikan oleh pihak 

penjual
23

. 

5. Transaksi Jual Beli Kendaraan Bekas 

 

Transaksi jual beli kendaraan bermotor bekas adalah kegiatan ekonomi 

yang berpotensi menimbulkan sengketa konsumen apabila kendaraan yang 

diserahkan tidak sesuai dengan perjanjian atau mengandung cacat 

tersembunyi sehingga memunculkan tuntutan pertanggungjawaban hukum 

penjual berdasarkan KUHPerdata dan Undang-Undang Perlindungan 

Konsumen. Transaksi ini menuntut transparansi informasi dari penjual 

sehingga konsumen mampu mengambil keputusan secara tepat
24

. 

 

 

 

22
Husein dan Rahman, Hukum Perlindungan Konsumen Kewajiban Dan Tanggung 

Jawab Pelaku Usaha., Kencana. (Jakarta, 2021) hlm. 112. 
23

Sembiring, Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dalam Transaksi Barang Dan Jasa., 

Prenada Media (Jakarta, 2022) hlm. 23. 
24

Prasetyo, Transparansi Informasi Dalam Transaksi Jual Beli Kendaraan Bekas., 

Prenada Media (Jakarta, 2022) hlm. 101. 
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F. Reviews Studi Terdahulu Yang Relevan 

 

Tinjauan terhadap studi terdahulu memiliki fungsi penting sebagai 

pijakan teoritis sekaligus untuk menunjukkan adanya celah (gap) yang 

menjadi fokus. penelitian terdahulu sesuai topik tanggung jawab hukum 

penjual kendaraan bermotor bekas terhadap cacat tersembunyi dapat 

dibedakan dalam beberapa fokus utama. 

Tabel 1. Penelitian Terdahulu 

 

No 
Nama 

Peneliti 
Tahun 

Judul 

Penelitian 

Metode 

Penelitian 
Persamaan Perbedaan Hasil Penelitian 

1 Harum 

Tri 

Nugrahe 

ni, 

Suraji
25

 

2024 Perlindungan 

Hukum Bagi 

Pihak 

Pembeli 

Akibat Cacat 

Tersembunyi 

Pada 

Transaksi E-

Commerce 

Melalui 

Marketplace 

Shopee 

Analisis 

yuridis 

normative 

Sama-sama 

membahas 

perlindungan 

hukum akibat 

cacat 

tersembunyi 

dan 

menggunakan 

pendekatan 

yuridis 

normatif. 

Penelitian ini 

fokus pada 

transaksi  e-

commerce, 

sedangkan 

penelitian 

sekarang 

membahas 

transaksi 

kendaraan 

bermotor 

bekas secara 

langsung. 

Hasil penelitian   ini 

menunjukkan   bahwa 

perlindungan  hukum 

internal pada dasarnya 

dibentuk oleh    para 

pihak   melalui 

kesepakatan. Namun, 

apabila pelaku usaha 

melakukan 

wanprestasi, misalnya 

menjual barang yang 

tidak sesuai dengan 

perjanjian,     maka 

perlindungan  hukum 

internal tersebut tidak 

dapat  terpenuhi. Di 

sisi lain, keberadaan 

UUPK dan PP PSTE 

berfungsi sebagai 

bentuk perlindungan 

hukum eksternal 

karena  keduanya 

merupakan regulasi 

yang ditetapkan oleh 

otoritas berwenang 

guna melindungi 

pihak yang lemah dari 

praktik ketidakadilan 

 

 

 

 

 

25
Harum Tri Nugraheni dan Suraji Suraji, “Perlindungan Hukum Bagi Pihak Pembeli 

Akibat Cacat Tersembunyi Pada Transaksi E-Commerce Melalui Marketplace Shopee,” Aliansi: 

Jurnal Hukum, no. 2 (2024): hlm. 209–20, https://doi.org/10.62383/aliansi.v1i2.107. 

https://doi.org/10.62383/aliansi.v1i2.107
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No 
Nama 

Peneliti 
Tahun 

Judul 

Penelitian 

Metode 

Penelitian 
Persamaan Perbedaan Hasil Penelitian 

2 Tarigan, 

Wildo 

Dickvedy 

, 

Njatrijani 

, 

Rinitami, 

Irawati
26

 

2023 Perlindungan 

Konsumen 

Terhadap Jual 

Beli Motor 

Bekas  Pada 

Showroom 

Langgeng 

Jaya Motor 

Semarang 

Ditinjau Dari 

Undang-

Undang No 8 

Tahun 1999 

Yuridis 

normatif, 

analisis 

kualitatif 

Sama-sama 

meneliti 

perlindungan 

konsumen 

terhadap jual 

beli motor 

bekas dan 

mengacu pada 

UUPK. 

Penelitian 

Tarigan 

berfokus pada 

studi kasus 

showroom 

tertentu, 

sementara 

penelitian ini 

menyoroti 

penyelesaian 

hukum secara 

konseptual 

dan filosofis. 

Hasil  penelitian 

penulisan hukum ini 

menunjukkan bahwa 

dalam pelaksanaan 

kewajiban pelaku 

usaha ditemukan 

kendala   mengenai 

kewajiban    pelaku 

usaha    memberikan 

informasi yang jelas 

dan   benar.   Hal 

tersebut tidak dapat 

dibuktikan  sehingga 

perlu tindakan nyata 

dari pelaku   usaha. 

Mengenai   bentuk 

perlindungan 

konsumen   terhadap 

kelalaian pelaku usaha 

perlu  diatur    sanksi 

hukum secara tegas 

supaya pelaku usaha 

lebih waspada dalam 

menjalankan 
usahanya. 

3 Irayanti 

Nur
27

 

2021 Efektifitas 

UU No 8 

Tahun 1999 

Dalam 

Memberikan 

Upaya 

Perlindungan 

Hukum Bagi 

Konsumen 

Yang 

Berkeadilan 

Kualitatif 

yuridis 

Sama-sama 

membahas 

efektivitas 

UUPK dalam 

perlindungan 

hukum 

terhadap 

konsumen. 

Penelitian 

Irayanti 

bersifat 

umum  dan 

tidak 

membahas 

kasus cacat 

tersembunyi 

atau 

kendaraan 

bermotor 

bekas. 

Hasil pembahasan 

menunjukkan bahwa 

UUPK berperan 

sebagai  aturan 

pemenuhan hak-hak 

mereka. Penyelesaian 

sengketa, khususnya 

terkait ganti kerugian, 

dapat dilakukan 

melalui jalur litigasi 

maupun non-litigasi, 

salah satunya melalui 

Badan Penyelesaian 

Sengketa Konsumen 

(BPSK),   yang 

menawarkan prosedur 

yang lebih cepat serta 

efisien dari segi waktu 

dan   biaya.   Oleh 
karena itu, diperlukan 

 

26
Irawati Tarigan, Wildo Dickvedy, Njatrijani, Rinitami, Irawati, “Perlindungan 

Konsumen Terhadap Jual Beli Motor Bekas Pada Showroom Langgeng Jaya Motor Semarang 

Ditinjau Dari Undang-Undang No 8 Tahun 1999.” (Universitas Diponegoro., 2023 

https://eprints2.undip.ac.id/id/eprint/17339/). 
27

Nur, “Efektifitas UU No 8 Tahun 1999 Dalam Memberikan Upaya Perlindungan,” 

Journal I La Galigo 4 (2021): hlm. 28 https://www.neliti.com/id/publications/432822/efektifitas-

uu-no-8-tahun-1999-dalam-memberikan-upaya-perlindungan-hukum-bagi-ko. 

https://eprints2.undip.ac.id/id/eprint/17339/
https://www.neliti.com/id/publications/432822/efektifitas-
https://www.neliti.com/id/publications/432822/efektifitas-
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Judul 

Penelitian 
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Penelitian 
Persamaan Perbedaan Hasil Penelitian 

       edukasi dan sosialisasi 

untuk meningkatkan 

kesadaran hukum 

konsumen, sehingga 

mereka dapat 

memahami haknya 

dan memanfaatkan 

mekanisme 

perlindungan  yang 
tersedia, 

4 Putu 

Nanda 

Putra 

Utama 

Wirnatha 

Wibawa, 

Si 

Ngurah 

Ardhya, I 

Gusti 

Ayu 

Apsari 

Hadi
28

 

2020 Perlindungan 

Hukum 

Terhadap 

Konsumen 

Dalam 

Transaksi 

Jual Beli 

Kendaraan 

bermotor 

bekas  Di 

Platform 

Ecommerce 

Facebook 

Normatif, 

studi 

kasus, 

telaah UU 

Perlindun 

gan 

Konsume 

n & UU 

ITE 

Sama-sama 

meneliti 

perlindungan 

konsumen 

terhadap 

kendaraan 

bermotor 

bekas dan 

menyoroti 

risiko 

ketimpangan 

informasi. 

Penelitian ini 

fokus pada 

media sosial 

(Facebook), 

sedangkan 

penelitian 

sekarang 

mengkaji 

transaksi 

langsung dan 

mekanisme 

penyelesaian 

sengketa. 

Hasil media sosial 

seperti  Facebook, 

yang kurang 

dilengkapi   dengan 

mekanisme 

perlindungan   standar 

dan  transparansi 

informasi, 

meningkatkan   risiko 

kerugian   finansial 

serta non-finansial 

bagi konsumen, 

meskipun  terdapat 

landasan      hukum 

dalam UUPK  yang 

Pengaturan kewajiban 

pelaku usaha dalam 

menyediakan 

informasi yang akurat 

serta  menanggung 

pertanggungjawaban 

atas    kerugian 

mencakup      juga 

transaksi   kendaraan 

bermotor bekas yang 

dilakukan    melalui 

platform seperti 

Facebook. Hal ini 

dijamin oleh kerangka 

hukum,    termasuk 

UUPK  serta 

bertanggung jawab 

atas penyimpangan, 

sekaligus mendukung 

penyelesaian sengketa 

melalui mekanisme 

litigasi maupun 

alternatif yang 

mengakui bukti 

elektronik. 
Keberhasilan 

 

28
Ibid., hlm. 8. 



18 
 

 

 

 

No 
Nama 

Peneliti 
Tahun 

Judul 

Penelitian 

Metode 

Penelitian 
Persamaan Perbedaan Hasil Penelitian 

       perlindungan ini juga 

bergantung pada peran 

aktif pengawasan dari 

platform  digital  dan 
pemerintah 

5 Ariel 

Yuansa 

Mulia, 

Akbar 

Nur 

Rokhim, 

Stefvann 

o Lesley 

Chandra, 

Imelda 

Martinell 

i29 

2024 Perlindungan 

Hukum 

Dalam 

Transaksi 

Jual Beli 

Mobil Bekas 

Secara Online 

Di Indonesia 

Yuridis 

normatif 

Sama-sama 

membahas 

perlindungan 

konsumen 

dalam jual 

beli 

kendaraan 

bekas  dan 

berlandaskan 

UUPK. 

Penelitian 

Ariel fokus 

pada  mobil 

bekas secara 

daring, 

sedangkan 

penelitian ini 

mencakup 

aspek 

filosofis, 

sosiologis, 

dan yuridis 

dari jual beli 

kendaraan 

bekas secara 

umum. 

Hasil         analisis 

menunjukkan     bahwa 

perlindungan     hukum 

yang   ada       belum 

sepenuhnya         efektif 

dalam      menjamin 

keamanan    transaksi, 

khususnya         terkait 

transparansi informasi, 

penyelesaian sengketa, 

dan   perlindungan 

terhadap pembayaran. 

Oleh   karena     itu, 

diperlukan penguatan 

regulasi serta edukasi 

kepada   masyarakat 

untuk  meningkatkan 

kesadaran           dan 

pemahaman mengenai 

hak dan   kewajiban 

dalam        transaksi 

elektronik. Penelitian 

ini diharapkan dapat 

memberikan 

kontribusi         pada 

pengembangan 

hukum,    khususnya 

dalam bidang 

perlindungan 

konsumen  dan 

transaksi elektronik. 

6 Asrin 

Pramita 

Hasanud 

din, 

Faharudi 

n, 

Saddam 

Husein
30

 

2025 Analisis 

Tanggung 

Jawab Pelaku 

Usaha 

terhadap 

Konsumen 

dalam Jual 

Beli Motor 

Bekas 

Yuridis 

normatif 

Sama-sama 

meneliti 

tanggung 

jawab pelaku 

usaha dan hak 

konsumen 

terhadap 

barang cacat. 

Penelitian 

Asrin 

menitikberatk 

an pada aspek 

tanggung 

jawab pelaku 

usaha 

berdasar 

Dalam praktiknya, 

klausula baku yang 

diterapkan oleh 

showroom sering 

membatasi kebebasan 

konsumen dalam 

menentukan isi 

perjanjian,   karena 

biasanya    klausula 

 

29
Imelda Martinelli Arie Yuansa, Akbar Nur Rokhim, Stefvanno Lesley, “Perlindungan 

Hukum Dalam Transaksi Jual Beli Mobil Bekas Secara Online Di Indonesia” 4, no. 3 (2024): hlm. 

02–11, https://ejournal.penerbitjurnal.com/index.php/humaniora/article/download/979/847/1429. 
30

Saddam Husein Asrin Pramita Hasanuddin, Faharudin, “Analisis tanggungjawab pelaku 

usaha terhadap konsumen dalam jual beli motor bekas menurut hukum perdata,” Journal of 

Innovation Research dan Knowledge Vol.4, No.9 6, no. 7 (2025): hlm. 651–645 

https://ipv6.bajangjournal.com/index.php/JIRK/article/view/9343. 

https://ejournal.penerbitjurnal.com/index.php/humaniora/article/download/979/847/1429
https://ipv6.bajangjournal.com/index.php/JIRK/article/view/9343
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   Menurut 

Hukum 

Perdata 

  KUH 

Perdata, 

sedang 

tersebut menempatkan 

konsumen pada posisi 

yang kurang 

menguntungkan. 

Namun,     terdapat 

showroom      yang 

menyediakan 

ketentuan   berbeda, 

dengan 

mempertimbangkan 

kondisi       fisik 

kendaraan bekas yang 

bervariasi.      Dalam 

situasi ini, konsumen 

memiliki kesempatan 

untuk menyampaikan 

keinginannya   selama 

disetujui oleh pihak 

showroom. Selain itu, 

konsumen juga dapat 

memanfaatkan 

layanan purna   jual, 

seperti  mengajukan 

permintaan perbaikan 

atau    jaminan 

tambahan, sebagai 

bentuk perlindungan 

atas kendaraan bekas 

yang dibeli. 

Berdasarkan penelitian terdahulu tersebut dapat disimpulkan bahwa 

sebagian besar penelitian berfokus pada perlindungan konsumen, penyelesaian 

sengketa maupun peran pihak ketiga seperti notaris dan dealer resmi. Namun, 

penelitian mengenai tanggung jawab hukum penjual kendaraan bermotor 

bekas terhadap cacat tersembunyi khususnya di Kota Palembang masih jarang 

dilakukan. 
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G. Metode Penelitian 

 

1. Jenis Penelitian Dan Pendekatan Penelitian 

 

a. Jenis Penelitian 

 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

penelitian hukum normatif (yuridis normatif) yaitu penelitian yang 

menitikberatkan pada kajian terhadap norma-norma hukum yang 

berlaku, baik yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, 

doktrin hukum maupun putusan pengadilan. Penelitian hukum 

normatif dipilih karena fokus penelitian ini adalah untuk mengkaji 

norma hukum yang mengatur tanggung jawab penjual terhadap cacat 

tersembunyi dalam transaksi jual beli kendaraan bermotor bekas dan 

menganalisis bentuk pertanggungjawaban hukum yang dapat 

diterapkan kepada penjual apabila terjadi cacat tersembunyi. 

b. Pendekatan Penelitian 

 

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat 

yuridis normatif (normative juridical approach). Pendekatan ini 

menekankan pada kajian terhadap norma hukum yang berlaku, baik berupa 

peraturan perundang-undangan, prinsip hukum, doktrin maupun konsep 

hukum yang relevan dengan pertanggungjawaban penjual terhadap cacat 

tersembunyi dalam transaksi jual beli kendaraan bermotor bekas. Selain 

itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual (conceptual 

approach) untuk menganalisis teori-teori hukum mengenai tanggung 

jawab hukum penjual, prinsip itikad baik dan perlindungan konsumen, 
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sehingga dapat memberikan landasan filosofis dan normatif yang kuat. 

Selanjutnya pendekatan perundang-undangan (statute approach) 

diterapkan dengan menelaah secara sistematis KUHPerdata, khususnya 

Pasal 1313, 1320, 1328, dan 1504 serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 

1999 tentang Perlindungan Konsumen dan peraturan lain yang relevan. 

Dengan kombinasi pendekatan ini penelitian mampu menyajikan analisis 

yang komprehensif, sistematis dan sesuai dengan kaidah hukum sehingga 

mempermudah penarikan kesimpulan bentuk pertanggungjawaban hukum 

penjual dan perlindungan hak-hak konsumen dalam transaksi kendaraan 

bermotor bekas
31

. Kombinasi pendekatan normatif dan konseptual 

memungkinkan peneliti tidak hanya menelaah teks hukum secara dogmatis 

tetapi juga memahami nilai dan asas hukum yang melandasinya sehingga 

analisis dapat menghasilkan kesimpulan yang sistematis dan argumentatif. 

Penelitian ini digunakan dua pendekatan utama yaitu: 

1) Pendekatan Perundang-undangan 

 

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah ketentuan dalam beberapa 

peraturan perundang-undangan yang relevan dan masih berlaku dalam 

penelitian ini antara lain: 

a) KUHPerdata khususnya Pasal 1313, 1320, 1328 dan Pasal 1504 

tentang cacat tersembunyi (verborgen gebreken). 

b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen yang menetapkan hak dan kewajiban konsumen serta 

 

31
Marzuki, Penelitian Hukum.Prenada, Media Group (Jakarta, 2021) hlm. 42. 
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pelaku usaha dalam rangka menjamin perlindungan dan keadilan 

dalam setiap transaksi serta mekanisme perlindungan hukum bagi 

pihak yang dirugikan. 

c) Peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan 

transaksi jual beli dan perlindungan konsumen, baik yang berasal 

dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) maupun 

peraturan khusus lainnya yang relevan dengan permasalahan yang 

diteliti. 

2) Pendekatan Konseptual 

 

Pendekatan ini dimanfaatkan untuk menelaah dan memahami 

konsep-konsep hukum yang berkembang dalam doktrin maupun teori 

hukum seperti prinsip perlindungan konsumen, asas kebebasan 

berkontrak serta Tanggung jawab pelaku usaha mencakup kewajiban 

untuk menanggung akibat dari cacat tersembunyi yang terdapat pada 

barang dalam perjanjian jual beli sehingga konsumen memperoleh hak 

atas ganti rugi, pembatalan transaksi atau penyelesaian lain sesuai 

ketentuan hukum yang berlaku: 

a) Konsep asas caveat emptor (pembeli harus berhati-hati) dan caveat 

venditor (penjual harus berhati-hati). 

b) Prinsip tanggung jawab penjual terhadap cacat tersembunyi. 

 

c) Teori perlindungan konsumen dalam perspektif hukum perdata. 

 

Melalui kombinasi kedua pendekatan ini, penelitian tidak hanya 

menganalisis norma hukum tertulis tetapi juga menelaah konsep-konsep 
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hukum yang dapat memberikan landasan teoritis dan argumentasi untuk 

menyelesaikan permasalahan penelitian. 

2. Sumber Data 

 

Sumber data dalam penelitian ini berasal dari data sekunder.
32

 Data 

sekunder yang di gunakan berupa bahan hukum antara lain : 

a. Bahan Hulum Primer 

 

Bahan hukum primer adalah sumber hukum yang bersifat mengikat 

dalam penelitian ini mencakup: 

1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang 

menjadi dasar hukum umum, khususnya Pasal 1313, 1320, 1328, 

dan 1504 mengenai cacat tersembunyi (verborgen gebreken). 

2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen (UUPK). 

3) Peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan 

transaksi jual beli kendaraan bermotor dan perlindungan 

konsumen. 

b. Bahan Hukum Sekunder 

 

Bahan hukum sekunder berfungsi untuk memberikan penjelasan, 

tafsiran, dan analisis terhadap bahan hukum primer. Dalam penelitian 

ini, bahan hukum sekunder meliputi: 

1) Buku-buku literatur terkait hukum perdata dan hukum 

perlindungan konsumen. 

 

32
Sekaran, U., & Bougie, Research Methods for Business: A Skill-Building Approach (7th 

Ed.)., Wiley., 2020 hlm. 21. 
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2) Jurnal hukum, artikel, penelitian terdahulu serta pendapat ahli 

hukum. 

3) Karya ilmiah lain yang relevan dengan tanggung jawab hukum 

penjual terhadap cacat tersembunyi. 

c. Bahan Hukum Tersier 

 

Bahan hukum tersier berfungsi sebagai petunjuk atau penjelas 

terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Dalam penelitian ini, 

bahan hukum tersier mencakup : 

1) Kamus hukum dan kamus bahasa Indonesia untuk memperjelas 

istilah-istilah hukum. 

2) Ensiklopedia hukum atau ensiklopedia umum yang berkaitan 

dengan istilah dan konsep hukum. 

3) Direktori peraturan perundang-undangan serta sumber informasi 

hukum dari internet yang kredibel 

3. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data 

 

a. Metode Pengumpulan Data 

 

Pengumpulan data dilakukan dengan cara
33

. 

 

1) Studi Kepustakaan (Library Research) 

 

a) Menelaah bahan hukum primer seperti KUHPerdata, Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 

(UUPK) dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan. 

 

 

 

33
Achmad, Metode Penelitian Hukum Normatif., Prenadamedia (Jakarta, 2019) hlm. 41. 
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b) Mengkaji bahan hukum sekunder meliputi buku teks, jurnal 

hukum, artikel ilmiah serta hasil penelitian terdahulu yang 

berkaitan dengan tanggung jawab penjual atas cacat 

tersembunyi. 

c) Memanfaatkan bahan hukum tersier seperti kamus hukum, 

ensiklopedia dan indeks hukum sebagai pelengkap untuk 

memperjelas istilah dan konsep hukum yang digunakan. 

 

b. Metode Pengolahan Data 

 

Teknik pengolahan data yang diperoleh melalui studi kepustakaan 

dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut
34

: 

1) Inventarisasi Data 

 

Dilakukan setelah seluruh data atau bahan hukum 

terkumpul dari hasil studi kepustakaan mencakup sumber-sumber 

yang relevan dengan permasalahan yang diteliti antara lain 

peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, literatur 

hukum dan jurnal ilmiah yang membahas tanggung jawab hukum 

penjual, perlindungan konsumen serta konsep cacat tersembunyi. 

2) Klasifikasi Data 

 

Dilakukan setelah identifikasi data selesai dilakukan. Pada 

tahap ini peneliti mengelompokkan bahan hukum berdasarkan 

jenisnya dan relevansinya terhadap pokok bahasan penelitian, 

seperti tanggung jawab hukum penjual, perlindungan konsumen 

 

34
Ibid., hlm. 19. 
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serta konsep cacat tersembunyi. Tujuan dari tahap ini adalah untuk 

memudahkan proses analisis hukum dengan cara menata data 

sesuai kategori tertentu sehingga hubungan antara norma, doktrin 

dan peraturan hukum dapat diidentifikasi dengan jelas. 

3) Sistematisasi Data 

 

Tahap ini digunakan setelah proses klasifikasi data selesai 

dilakukan. Pada tahap sistematisasi data yang telah dikelompokkan 

diorganisasikan secara terstruktur sehingga analisis hukum dapat 

dilakukan secara lebih mudah, logis dan mendalam.Tujuan tahap 

ini adalah untuk menyusun kerangka berpikir yang runtut sebelum 

memasuki tahap analisis hukum terhadap isu yang diteliti. 

 

4. Analisis Data 

 

Dalam penelitian ini, data dianalisis secara kualitatif dengan 

menggunakan pendekatan hukum normatif
35

. Langkah-langkahnya adalah 

sebagai berikut: 

1) Analisis Normatif 

 

a. Analisis dilakukan dengan menafsirkan ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang relevan khususnya KUHPerdata dan 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen. Kajian difokuskan pada ketentuan hukum yang 

mengatur jual beli sebagaimana tercantum dalam Buku III 

 

35
Mertokusumo, Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar., Liberty. (Yogyakarta., 2021) 

hlm. 62. 
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KUHPerdata Pasal 1457 sampai 1540 yang mencakup pengertian 

jual beli, kewajiban para pihak serta tanggung jawab penjual 

terhadap cacat tersembunyi (redhibitory defects) sebagaimana 

diatur lebih lanjut dalam Pasal 1504 hingga 1512 KUHPerdata. 

b. Penafsiran dilakukan secara gramatikal, sistematis dan teleologis 

untuk memahami maksud dan tujuan ketentuan hukum terkait 

tanggung jawab penjual terhadap cacat tersembunyi, baik dalam 

konteks hubungan perdata antara penjual dan pembeli sebagaimana 

diatur dalam KUHPerdata maupun dalam konteks perlindungan 

hak konsumen sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 

1999 tentang Perlindungan Konsumen. 

2) Analisis Konseptual 

 

a. Mengkaji doktrin teori hukum serta konsep-konsep yang 

berkembang dalam literatur hukum seperti prinsip caveat emptor 

(pembeli berhati-hati) dan prinsip caveat venditor (penjual 

bertanggung jawab). Analisis ini juga mengacu pada ketentuan 

hukum jual beli dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata (KUHPerdata) Pasal 1457 hingga 1540 mengatur tentang 

pengertian jual beli, hak dan kewajiban para pihak serta tanggung 

jawab penjual terhadap cacat tersembunyi sebagaimana diatur lebih 

lanjut dalam Pasal 1504 hingga 1512 KUHPerdata. 

b. Konsep-konsep hukum tersebut dijadikan sebagai kerangka 

berpikir normatif untuk menilai kesesuaian antara aturan hukum 
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positif dan praktik dalam transaksi jualbeli kendaraan bermotor 

bekas, khususnya terkait tanggung jawab penjual atas cacat 

tersembunyi dan perlindungan hukum bagi konsumen sebagaimana 

diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen. 

3) Sistematisasi dan Penarikan Kesimpulan 

 

a. Data yang telah dianalisis disusun secara logis dan sistematis, 

kemudian ditarik kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah 

penelitian. 

b. Hasil analisis ini menjadi dasar dalam memberikan rekomendasi 

terkait tanggungjawab hukum penjual dan perlindungan konsumen. 
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